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Lampiran

Lampiran 1. Draf Perjanjian Perjanjian Kerja sama anatara BPJS Kesehatan

Watampone dan RSUD LATEMMAMALA kabupaten Soppeng

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Para Pihak
Pasal 4

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam pasal-pasal lain dad Pedanjian im,
PARA PIHAK sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana
diuraikan sebagai berikut:
{1} Hak PIHAK KESATU

.

Mendapatkan data dan informasi tentang Sumber Daya Manusia klinis dan sarana
prasarana secara lengkap, benar, dan terkini dari PIHAK KEDUA;

. Memperaleh rekam medis Peserta darl PIHAK KEDUA berupa ringkasan rekam

medis yang sudah dipastikan lengkap dan benar oleh PIHAK KEDUA unluk
kepentingan pembayaran hiaya pelayanan kesehatan;

Melinat rekam medis Peserla baik secara langsung atau mengakses rekam medik
elekironik di tempat FIHAK KEDUA dalam hal dibutuhkan unfuk kepentingan
verifikasi paska klaim, audit administrasi klaim danfatau audit yang dilakukan olah
PIHAK KESATU termasuk dalam hal untuk menindaklanjuti hasll audit yang
dilakukan oleh pihak ekstermnal terhadap PIHAK KESATU dengan tetap menjaga
kerahasiaan isl rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

. Memberikan teguran dan/atau peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal

lerjadinya penyimpangan lerhadap pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dalam
Perjanjian yang ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/®ota dan PERSI
wilayah dalam rangka upaya pambinaan;

. Melakukan veifikasi terhadap tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan PIHAK

KEDUA:

Melakukan audit terhadap klgim yang telah dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, yang
ditakukan oleh Auditor PIHAK KESATU, dalam hal dipedukan sehubungan dengan
kegiatan pemeriksaan di PIHAK KESATU,

. Mendapatkan jaminan pedindurgan keamanan, unluk Mu setiap Petugas PIHAK

KESATU yang bertugas di PIHAK KEDUA wajib melaporkan din kepads PIHAK
KEDUA dan menggunakan ideriias resmi;

. Menerima informasi dar PIHAK KEDUA dalam hal Pesara Jaminan Kesehatan

meninggal dunia;
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Menerima informasi secers leruls darl PIHAK KEDUA oalam hal terdapat
perubahan  dokumen  yBng menjad  persyaratan mullak  kefa  sama  {lBn
Operasonalizn Lseha, Sural zn Praktic. Sorifial Aorediladi], salambat-dambatryva
10 (sapulub) nan kena sepk diterbitkannya dokwmen perubakan atau dilenmanrys
dolumien perubaban lersebul abel PIHAK KEDUA; dan

Malakukan moniaring pelayansn & PIHAK KEDWA mealalul keglatan S8fing.

Hewajiban PIHAK KESATU

B

b

Memypadiahan dan  memberikan informasi  tenlang  Rkepeserisan,  pEmbayacan,
prosedur pelayanan keseshatan, tala cara pangajuan wlaim, membes umpan baklk
data wilisasi pelayanan kesshatan, dan mekanisme kefa sama Repada PIHAK
KEDUA;

Mengeluarcan BAKE klaim paling lambat 90 (sapubih] han salender seak kKlaim
disjukan alak PIHAK KEDLUA dan dilerima alah PIHAK KESATL, Dekam hal PIHAK
KESATU fclak mengeiuarcar BAKE kiaim dalam waktu 10 (sepulun) har katender
maka berkas klaim dinyalakan lengkan;

Mernbetikan sasan yarg jelas sscara lerulis dalam bl lerdapst Klaim pandiog,

. Menyampakan pemberilahuan secara berulis dalem hal terdapet kelesdambaian

permbayaran kaim dan mambayer dands kepads PIHAK KEDUA sebeser 1% (sak
persan) dan jumlah yang harus dibayarcan unbak sediap 1 (satu) bulan katarambatan
sacara proporsional;

Melsiukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA bedasarkan kiaim vang diajukan
dan talah dwertfikasi peling lambat 15 Jima belas) har kalonder sajak diterbilkanmya
bedta acara kelengkapan berkas klaim atay sejak sudah tepenubings ketenduan
stbagaimana dimaksud pada ayat (2) hunf b Dalem hal pembayaran Kepaca
PiHAK BKEDUA jatun pada han lbg maka pembayaran kepada PIHAK KEDUA
dilakukan pada hari kera berikutnya,

. Malakukan monitoring dan evaluas stas peryelerggaraan pelayanan kecehatan

yarg ciberican PIHAK KEDUA secara herkala;

. Malakukan sosmfisas keleruan dan prosedur terkait Jaminan Kesehatan sacare

berkala kepada sfaksfolder tefaitiphak yang berkepentngan berkoordinasi dengan
PIHAK KEDUA;

Manyimpan rakasia infommedi peeerla yang digurakan unluk prosss pambayaran
klaim:

Mambayar keburangan pembayaran kepads PIHAK KEDUA dalam hal lerjadings
kekurangan bayar besrdasarkan hasl audit cleh pinak ekstemal maupun intemal,
audil adminisirasi klaim, danialau vesilikasi paska klam yang lelah disspakal deh
PARE PIHAK,

. Mergaga nama bak (reputast) FIHAK KEDUA:
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(3

k. Membarguk Tim &nl Hecurangan JEN dan melsksanakan upaya pencagahan
krcurangan sesual kelentuan peraburar perundan g-undangan.

I Menyediakan aplhasi yang akan dipgrgunaken olen PIHAK KEDUA  ursk
kepantngan proses pandaftaran pelayanan Fesern JKM untuk penerbilan sural
gligibiltas yang kamudian san dilakucan niegrasi dengan Aplikas Sisiem Infarmasi
Maongpaman Fisman Saklt [SIM-RE) trbatas hanya yang berfhubungan dengan
adminisiras klaim PIHAK KEDUA dengan ketenfuan sebagaimana lercanium pada
Larmpran I Perjanjam ini

. Maryediskan pelugas yang memdiki fungsi pemberian informasl dan penanganan
pangacuan Peseria Jaminan Kesehatan;

n. Merpediakan sistem anbrean perdaftaran pelayanan kesehatan secara anfine yang
terubung dengan Mobile JEM;

6. Menerima pengajuan klaim PIHAK KEDUA dergan keleniuan yailu beruga 1 {satu)
hish pengajuan kaim reguler dan 1 (salu) kali pengapuar Mam susuksn dan 1 (satu)
kall pengagaan klaim pamding aled kisim dspwes dalam selap 1 {5aiu] bular, dergan
keterdumn tnknis sebagaimana diatur o dalam Lampiran Parjanjiar;

p. Memiiki  kebjskandpedoman dan melaksanokan ponsip Good Coporato
Bovernance,

. Malaukan adukasi kapada Peseria JXN wnluk menggurakan sistem aninean ondins
prrdaftaran pedayanan kesahatan wang terintagraal Mobdle JEN;

r. Menyampaikan pemberitahuan pangisian KESSAN kepada Pesara JKN:

. Dalam pelaksanaan aucit baik yang dilakukan olgh Audbor akstemal dandaiau
imternal, maka PIHAK HESATU waph mengnformasican kapada PIHAK KEDUA
antarns 18in tarang rusng Brgkup audit dan perode waltu obyek audit; dan

L Memyediakan irformasl yang menciukupi 8gar seliap Pesera dapal memilih fasiias
kesehalan yang sesua dengan hak dan kebuiuhan pesana.

Haok PIHAK KEDLUA:

a. Memperaleh nformasi lertang kepeseriaan, pembayaran, progedur palayanan
kasahaian, tals cara pengajuan kiam dan mekanisme koja sama;

b, Menarima pembayaran kiglm ailss pelayanan kesehalan yang dibenkan kepada
Paserta paling lambat 15 (Ime belas) har kalender sajak BAKE kaim;

c. Memperaleh informas: dan aphkesi (software) ferkail dengan sistem informasi
manajemen peloyanan yarg beriaku dalam rangka tata kedola aominisiras;

d. Memperaleh sistem anirean pendafaran prndaftaran pelayanan kesehatan secara
anfine yarg lerhubung dengan Mobile JKM dari PIMAK KESATU:

&, Membankan tanggepan dan klarfkas secara lerulis alss leguran dari PIHAK
KESATU tarkall palanggaran sabagairang dmskssd pada Pasal 14 Perjanjian ini;

. Membernkan Klarfkasi dar informasi terhadap hasill wvenfikasl dan audl kepada
PIHAK KESATU;

i
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a-

Apakila satelash membenkan Manfikasi dan informasi sabagamena dimaksud pada
el 1 di alas, PARA PIMAK belum mensmukan kedepakaian, maka PARA PIHAK
dapat mengajukan penyebasaian  sesual dengan himrkl  penyclesaian sesual
keteriuan perundang-urdangan;

. Menerma kekurangan pembayaran dari PIHAK KESATU datam hal tarfadinga

Kewurangan bayar berdasarkan hasil audil aleh audier lerns dan aksternal yang
ralaikan pengawasan lerhadap FIHAK KESATL.

Mengusulkan penambaban teghun pelayanan yang tefum ada di dalam Peranjian,
untuk selanjulrya diskukan mesarisme sebagaimana timaksud di dalam Pasal &
Perjarjian ini;

Mandapathan jaminan parbndungan keamanan pada saat berada o area walayah
kanicr PIHAK KESATL;

. Membenlus tim audit internal danfstaw Bmovesilikasi uniuk memberkan maguian

dalain rangka perbaikan proses pergelolasn Klaim: dan
Mempromosikan layanan Hesshatan yang ada di PIHAK KEDUA sesual dengan
ketapiuan paraberan perundang-undsngan.

Kerwajinan PIHAK KEDUA;

o,

Memastikan keabsaban peseta dalam proses pendaftaran pelayanan keseshatan
unluk panarkdan sural aigibiilas paserta;

. Memberiksn pelayanan prima. sesual dengan standar profes, siendar pelayanan

kedokiaran dan prosadur pelayvanan kesshaian yang bafak, iermasuk mamberdkan
indgrmasl yang pelas awas setap tindakan dan pelayanan yang diberkan, tidak
midakukan pembalasan han parawatan selain ales indikasi medis, tidsk meminta
biaya tambahan kepada peseria, dam memberiean polayanan koschatan tanpa
membedaikan antars Pegerts JKM Gamian pasin Lmiamdesnng,

Menarima pandaftaran pelayanan Paserla vang memunjukkan Nomor  Induk
Hependudukan (selanjuinya disebul MIK) stau Momor Kepeseraan BFJS Kesehalan
sthagamana diaher dalam Lampiran | pada Pesjanjian il dan tenpa meminta
fotakepi berhas atau dokumen leinnya kepada Peserta Dalam hal PIHAK KEDUA
membuluhkan saliran dokuman identitas Peserta atay dokumen lain maka disiapkan
aleh PIHAK KEDLA:

. Malakeanaken dan mendubung program Jaminan Hesshatan sesual kaleciluan

peundang-undangan;

Manyediakan perangkal ketas (hardwane] dan janngan komunikes data dengan
spsifikas yang sudah ditentusan,

Muenyadiskan Aglkasi Siglermn Informasi Margeman Ruman Sakil [(SIM-RE) yang
mucsh dinkses olsh Peserta umiuk kepenlingan proses adminisirasi pelayanan
Fesera JKN, yarg sacara fungsionsl belah memenuhi persyarsian yang dilenivkan
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PIHAK KESATL. yang kemudian akan digunskan dalam rangka inlegrasi dengan

Aplikasi PIHAK KESATU,

g, Memanfaatkan sisterm anlrean pendatieren peleyanan kesehatan yang lerinlegrasi
sacara online dari PFIHAK KESATU. sara melakukan gdukasi kepada Peseta JEN
urtuk memaniasaizan pendafaran antrean secarn onlne onlam lan melaki Aplikagi
Mablle JEN darfatay sisten pendaflaran antrean online yang dimiisl PIHAK
KEDUA;

. Meryediskan data dan irformas terang:

1} Sumber Daya Marusia Klinis, sarara prasarana, paralatan medis;

2) Sistem anirean, jadwal idakan medis cperabf dan informas ketersadiaan tempat
tidur rawat inap biasa dan tempal tidur rawel nap imanste vang dapal diakscs
olah Pegaita dan fasiitas kesahatan;

3) Infarmas b rekem meds yang paling sadikk tardin atas idensdas pasien, hasil
parnerikaaan fisk danfml.n}ang. diagnasis, pengobatan dan rencana tindak
lanjusi pelayanan kesehatan dan nama dan tanda fangan Tenaga Wesehalan
pemhan pelayenan kesshatan, Qalam hal dbuhskan unkuk menindaklarguti hasil
audil dandatau werfias paska kam, PIHAK KEDUA menginkan unluk melibal
rekam meds pasien sesuai dengan ketenbuan perundang-undangan;,

i. Datam hal PIHAK KESATU diskukan audil oleh Audilor Evtlemal danisiau Inl=mal
segUEi keleriuan penmndang-undangan, baik vang dilshukan pada masa perialan
atau  setelsh  berakhimyas  Perarjian,  kemudian  terbukd  teradi | kefebihan
pembayaran, maks PIHAK KEDUA cselaku pilhak terkail berkewajiban memberkan
kprdrmnas! fan mengaminalian kalabdan pembayaran tarashn,

| Manzippkan peiugas dan mangedigkan  saanalnil yang  berfungs  untuk
mambarian pelayanan informas) dan penanganan pergaduan pegera JKN,

k, Menyediakan SDM yang kompeten, fempas, sarana dan praserans yang mensd sl
dalam mesmastican perluasan validasi data secars eloktronic yang menggunakan
rakam biomeiic berupa sidik jan (Bager panll alau rekam face recogmiion, cengan
etap memperhaiian kond si pasien untuk kecepalan wakbu palaysnan;

L Meamasang Janji Layarnan JEN benupa poster, spanduk, banner atau media lain pada
lokanki yang misdah diihal dan diakses Peoeta;

m. Mamberikan  jaminan  peirdungan  lechadap  keamanan, kesshatan,  dan
kesslamatan paserta, pehegas dan pengunjung di lnghungan Rumah Sakit PIHAK
KEDUA sesua kelemuan perundang-undangan;

i Merjaga nama baik (repulasi) PIHAK KESATL;

0. Membeniuk Tim  Pencegaban Kecurangan  JKM  dan melaksanakan  upaya
prrceganan kacurangar saaual ketanhian peraturan perundang-undangan;

p. Memberikan informasi kepada Pesera dan PIHAK KESATU dalam hal bterjadinga
penguUrangen &iau penghaniian eebagian operssional pelayanan kesehalan yang

[ ]
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maryababhan Paserts lidak bisa lagi mendapatkan palayanan bersabul, baik uriuk
|anghia wakiy sementara Flaupun seITUSNYa;

g. Memterikan laparan rutm soliap bulanmya kepada PIHAM KESATU dalam hal
Paserta Jaminan esenatan meminggal dunia. sera bedangoung jewab tehadap
kebenaran dats tersebul;

. Memiiki kebiakan'pedoman dan mealaksarmkan prirsip Good Corporats Governance
dan Good Clmicsl Govamancs,

& Melaksanakan Program Fujuk Balfk sesusl keteniuan perindang-urdangan;

L. Menyorahian pekta ntegrigs sngie foge DS sE0ED user PIHAK KEDUA yang
dinerican wewenang uriuk minlaksanakan cperasional sstam ndormasi milik PIHAK
HESATU sobagaimana formal pakia integritas  dafam  Lamperan Wil dan
membentahukan secara teriulis apabila lerdapat pergantian user PIHAK KEDUA;

u. Menginformatican secara ledulis kapada PIHAK KESATU dalam hal lerdapat
perubahan  dekumen  yang  menjad  perayaratan  meullak kafa sama  {lon
Operasiongiizin Usaha, Sural lzin Praiie, Serilical Akrecitasl) selamiat-lam balvys
10 (sepulun) harl kerja sejek diterbitkannys dokumen perubehan atau segak
diterimanya dokumen pendoahan tersebul oleh PIMAK KEDUA,

W, Memili  [menyelesalan  pangurisen) @n operssicnalizin berussha  unbuk
penyelenggaraan  pelayanan  Hemodalsis, Hadokieran Mok, Transplantasi,
Radisterapi alau pefayanan lsirmya, yang sesuai ketentuan ponandang-urdangan
hars memilkl @in operssonalizin barusaha yary lerpsah dan ion opsrasionalisn
berusaha mumah sakit;

w. Manjamin Pasarta mendapaian obel, alal keschatan, dan bahan medis habs pakai
yang ditfubkan sesual dengan indkasl meds termasus ldek mermbabankan
Pesgria unbuk mancanimendspatean obal, alat kesshatan, dan baban medis habis
pakai secard mandiri;

¥, Manyampaikan pargisan KESSAN kepada Peseria JKM yang telah mendapatkan
pedayanan kasahatan; dan

y¥. Mengnformasikcan secara leriulis Koder yeng memiliki lugas dan tanggung jawab
urduk medakukan kodifikes! disgnosis dan tndakamprosedur yang ditulis oleh Dokler
wrsuAl katenhuan yeng badalu, serta menyampalksn pembarian apabila terdapal
pEnInanan,

Bagian Ketiga
Kelas Perawatan
Pagal 5
(1) Hak Pesens alas welaskamar perawalan adalah sesual defgan  kelaskamar
e dravaliin,
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orjanisasi atau pakar koding INA-CBG dan atau pemangku kepentingan terkait,

(3) Penyelesaian klaim dispute didakukan secara beremjang, dengan memperhatikan
prinsip akuntabilitas dan waktu yang efisien.

(4) Penyelesaian klaim dispute berlaku secara nasional jika pensatapan kesepakatan
antara Kantor Pusat PIHAK KESATU dengan Kementerian Keschatan dituangkan
dalam benfuk Peraluran perundang-undangan; Surat Edaran Menteri Kesehatan, atau
Berila Acara Kesepakatan,

(5) Penyelesasan klaim dispufe koordinasi pembenan manfast dilakukan dengan
melinatkan Penyelenggara Jaminan, Kementerian/Lembaga lerkait dan alaw Lembaga
lainnya.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

{1) Pembinaan terhadap penyelenggarasn pelayanan kesehatan, dilakukan oleh Dinas
Kesshatan, TKMKE, Asosiasi Faskes dan/atau Organisasi Profesi.

{2) Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian, PIHAK KESATU secara
langsung atau dergan menunjuk pihak lain berhak untuk melakukan pemeriksaan
terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA,

(3) Untuk kepentingan pemerksasn atau sudit lerhadap penvelenggaraan pelayanan
kesehatan yang dilaksanakan oleh pihak intermal maupun pihak eksternal, PIHAK
KEDUA diwajiokan untuk menyediakan bukli pelayanan lain yang dibutubkan sesual
dengan ketentuan yang beraku, separjang bukli yang diminta berbubungan dengan
kasus yang di audit.

{4) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud paca ayat (2],
PIHAK KESATU dapat melakukan:
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Lampiran 2. Umpan balik kepatuhan terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Juni 2024

53 BPJSKesehatan

#.4® Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Watampone, 29 Jul 2024

Umpen Balik Kepatuhan terhadap
Penanjan Kerja Sama (PKS) Junl 2024

¥th. Direktur RSUD La Temmamaia
&

Soppeng

Terima kasih atas koordinssl dan kerjssama yang teish terjain dengan baik daism
Program Jaminan Kesehaten Nasionai - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
‘mengamanahkan

evaluasi tingkat 3
1. Kepstuhan FKRTL teradap Perjanjan Kerja Sama:
a. Indikator Kepatuhan FKRTL ferdiri cari
U} wmlemmwmem,dﬂwhn
‘satiap han
2) Updating Display findakan modis cperas! terhubung 8pikasi Mobile JKN,
dilakuien setiap ada pasien yang djadwalkan tindaken operast
3 smmmmvxumm.fmlm;:un
4 RTL, 3hed
Indeks pemahaman FKRTL, minimal 80
nmwmﬁmnﬂxmmmvmm
Peiayanan (KESSAN) minimal rating britang 4 dari bintang § dengan jumian
respanden minimal 30
Reknutman poserts PRE
b. Berdasarkan evaluast bulsn Juni 2024, berikut capaian indikator kepatunan RSUD.
La Temmamala:

Kantor Cabang Watampone

. HOS Cokroaminoto No. 34, Watampone
Kab. Bone, Sulawesi Selatan

Telp. +62 481 22784, Fax <62 481 23716
email: ke-watamponeldbpjs-kesehatan.go.id
www bpjs-kesehatan.go.id

e RSUD La dan i indlkator
Kepatuhan FKRTL yang telah tercagal serta meningkatkan indikalor kepatuhan
FKRTL yang beium tercapsi yatu:

- Dsta ketersediaan tompat fidur agar diakukan update setiap hari

- nimal 85% dan antrean online
Mobile JKN minimal 16% dengan cara memsstiksn semua peserta yang datang
berobat wajib menggunakan antrean online baik melakii Mobile JKN maupun
melsiui onsite (apikas! anirean onling yang tersedia di faskes)

- Meningkatkan relulmen peserta Program Rujuk Balk dengan memparhatikan
kriteria PRB yaitu Benar Diagnosa, Benar Stabil, dan Benar Cbat

2. Kepatuhan pengajuan klsim:
a  Berdasarkan Perjanjian Kerda Sama (PKS) antara BPJS Kesehatan dengan RSUD
La Temmamala Nomoe 388/KTR/IX-03/1223 dan 000/3194RSUDIXINZ02Z3 Lampiran
il bahwa Daiam satu bulen PIHAK KEDUA dapat mengsiukan masing-masing
dengan interval wakiu pengajuan minimal 10 {sepuluh) har yaitu kialm reguler
sabanyak 1 ] tanggal 15
(lima belas)
b. Berdasarkan evaluasi sampal bulan Juni 2024, RSUD La Temmamala belum rutin
‘mengajukan kiaim tepat waktu sesual PKS dangan rincian sebaga: berikut.

¢ Diharapkan RSUD La Temmamaka nin melakukan pangajuan kaim secara tepal
waktu mulsl bulan pelayanan Juli 2024

3. Kepeluhan sebsgai Badan Usaha untuk mendsftarksn karyawan dan akdif sebagai
peserta JKN:
a. Berdasarkan Insiruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimaisasl
Pelaksanaan Program Jarminsn Kesenatan, Kemenerian/Lembaga dan Pemerintah
Daersh mewsjibkan kepesertasn aklif JKN bag: badan usaha, mitra dan masyarakat
umum yang mengakses pelayanan publik yang ckeloia oleh Kemonteriant embags
dan Pemerintah Daersh.

i Juni 2024, RSUD La
mendatarkan karyawan non PNS sebagai peseria JKN
Dharapian RSUD La Temmanmals mencafierkan seluruh karyawan sebagal peserta
JKN

o

Demikian disampakan, stss pechatian den kera sama yang baik ducapkan
tarima kasih

Swmeror
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